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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Wawancara 

Penulis Narasumber 

Bisa Bapak/Ibu jelaskan secara singkat 

mengenai profil PT. XYZ, termasuk 

bidang usaha dan jumlah pegawainya? 

PT ini merupakan perusahaan 

manufaktur yang berlokasi di Tegal, 

Jawa Tengah. Perusahaan kami 

bergerak dalam bidang pengolahan 

bahan mentah menjadi produk jadi 

dengan memadukan tenaga kerja dan 

teknologi. Saat ini kami 

mempekerjakan 204 pegawai tetap. 

Dari jumlah pegawai tetap tersebut, 

apakah semuanya dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21? 

Tidak semua. Dari 204 pegawai tetap, 

hanya 15 orang yang penghasilannya 

berada di atas batas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), sehingga hanya 15 

pegawai inilah yang secara rutin 

dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 

setiap bulannya. 

Bagaimana struktur penghasilan yang 

diterima oleh pegawai tetap di PT. 

XYZ setiap bulannya? 

Penghasilan pegawai kami terdiri dari 

penghasilan teratur dan tidak teratur. 

Penghasilan teratur meliputi gaji 

pokok, tunjangan tetap sebesar 1% dari 

gaji, serta premi Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan 

Kesehatan yang preminya dibayarkan 

oleh perusahaan. Sementara 

penghasilan tidak teratur berupa 

Tunjangan Hari Raya (THR) yang 

kami berikan setiap bulan Maret. 

Sejak kapan PT. XYZ menerapkan 

skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) 

dalam menghitung PPh Pasal 21 

pegawai tetap? 

Kami mulai menyesuaikan sistem 

penggajian dengan skema TER sejak 

kebijakan tersebut resmi berlaku, yaitu 

mengikuti Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 

2023 per 1 Januari 2024. Sebelumnya, 

kami menghitung PPh Pasal 21 

menggunakan tarif progresif Pasal 17 

Undang-Undang PPh setiap bulan. 
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Apa alasan utama perusahaan 

mengikuti perubahan skema 

perhitungan tersebut? 

 

Karena hal ini merupakan ketentuan 

wajib dari pemerintah, dan sebagai 

perusahaan yang taat pajak kami 

tentu harus menyesuaikan. Selain itu, 

kami juga mendengar bahwa skema 

TER ini disebut lebih 

menyederhanakan proses 

perhitungan pajak bulanan 

dibandingkan metode sebelumnya. 

Sejauh ini, bagaimana kesan bagian 

keuangan dalam menerapkan skema 

TER dibandingkan metode 

sebelumnya? 

Dari sisi proses hitung bulanan 

memang terasa lebih sederhana, karena 

kami tidak perlu lagi menghitung biaya 

jabatan, iuran pensiun, atau PTKP 

setiap bulan. Kami cukup mengalikan 

penghasilan bruto bulanan dengan tarif 

efektif sesuai kategori pegawai. 

Namun, kami belum benar-benar 

mengevaluasi secara mendalam apakah 

hasil pemotongan bulanan ini sudah 

sesuai dengan pajak yang seharusnya 

terutang dalam setahun. 

Apakah pihak perusahaan pernah 

membandingkan hasil pemotongan 

PPh 21 menggunakan TER dengan 

perhitungan menggunakan tarif 

progresif Pasal 17 yang berlaku 

sebelumnya? 

Belum pernah kami lakukan secara 

khusus dan menyeluruh. Kami hanya 

menjalankan sistem sesuai aturan yang 

berlaku, sehingga kami belum 

memiliki gambaran pasti mengenai 

selisih antara potongan bulanan 

menggunakan TER dengan kewajiban 

pajak yang sebenarnya pada akhir 

tahun. 

Apakah perusahaan memiliki 

mekanisme untuk memastikan tidak 

terjadi kelebihan atau kekurangan 

pemotongan pajak pada akhir tahun 

pajak, khususnya bulan Desember? 

Secara aturan, pada masa pajak 

Desember memang harus dilakukan 

perhitungan ulang menggunakan tarif 

Pasal 17 berdasarkan penghasilan 

setahun. Namun kami mengakui proses 

ini membutuhkan ketelitian ekstra, dan 

kami belum pernah melakukan 

evaluasi mendalam mengenai seberapa 

besar potensi selisih lebih bayar atau 

kurang bayar yang mungkin terjadi 

pada pegawai kami 
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Lampiran 2. Data Penghasilan Pegawa Tetap PT. XYZ 

Nama Status Gaji (Rp) Tunjangan JKK JKM JKS THR (Rp) JHT JP 

A K/2 7.000.000 1% 2% 1% 3% 7.000.000  1% 2% 

B K/2 6.782.000 1% 2% 1% 3% 6.782.000  1% 2% 

C K/3 6.394.000 1% 2% 1% 3% 6.394.000  1% 2% 

D TK/0 6.162.000 1% 2% 1% 3% 6.162.000  1% 2% 

E TK/0 7.718.000 1% 2% 1% 3% 7.718.000  1% 2% 

F K/2 7.110.000 1% 2% 1% 3% 7.110.000  1% 2% 

G K/0 5.212.000 1% 2% 1% 3% 5.212.000  1% 2% 

H TK/0 5.832.000 1% 2% 1% 3% 5.832.000  1% 2% 

I K/1 6.405.000 1% 2% 1% 3% 6.405.000  1% 2% 

J TK/0 6.375.000 1% 2% 1% 3% 6.375.000  1% 2% 

K K/2 6.814.000 1% 2% 1% 3% 6.814.000  1% 2% 

L TK/0 6.125.000 1% 2% 1% 3% 6.125.000  1% 2% 

M K/1 5.439.000 1% 2% 1% 3% 5.439.000  1% 2% 

N K/1 6.500.000 1% 2% 1% 3% 6.500.000  1% 2% 

O K/1 6.200.000 1% 2% 1% 3% 6.200.000  1% 2% 
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Lampiran 3. Buku Bimbingan 
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Lampiran 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023  
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